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PUTUSAN
Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.BL
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

J ng Kabupaten
gsus tertanggal
Buku Register
il G/2023/PA.BL

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang
didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan = Agama  Blitar  Nomor
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1901/Pdt.G/2023/PA.BL, tertanggal 07 Juli 2023 mengajukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
yang terikat perkawinan sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah
Nomor Reg: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh kantor urusan
Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal akad nikah 25-06-
2007;
2. Bahwa status Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya

dan permas

Penggugat

disebabkan; § ]
a. Terge f eri nafkah ke D&
b. Tergugat lepr \*.‘

luar negeri langsung menuju rumah orang tua Penggugat tanpa bertemu
dengan Tergugat.

8. Bahwa puncaknya pada bulan maret tahun 2022 Penggugat kembali
berangkat keluar negeri (Hongkog) tanpa diantar oleh Tergugat sehingga
sampai dengan sekarang sudah sekitar 9 tahun lamanya antara penggugat
dan tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami istri

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi
Penggugat dengan penuh pertimbangan dan dengan alasan apapun sudah
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tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat dan lebih baik

menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;
Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-ala san diatas tersebut mohon dengan
hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar c.q Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya
memutuskan sebagai berikut:
PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

i ﬂﬂl‘lii'll.; -

2. Menjatuhkan talak satu k i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXX)

yang berlaku;
SUBSIDER

relaas panggila
tanggal 20 Juli
dan tidak pula

Tergugat, namun tidak berhas
Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat, berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama

Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 29
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Agustus 2012, yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegelnd
(P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama

Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA
Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Juni 2007, yang
telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.2);
Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksi yang bernama;

Lo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX g di Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah s3 Sl AT i Jan yang pada pokoknya

dhgan Tergugat

ikdruniai 1 orang

sering berselid
nafkah kepada

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9
tahun;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai ibu telah berusaha untuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan

Tergugat;
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2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  bertempat tinggal di  Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Paman Penggugat;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tahun 2007,
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat

s

- Bahwa saksi tahgge -«‘_ AN tanges Jai dan Tergugat rukun
e ¥sdiak bulan Januari R0 shdeh tidak harmonis,

karena seri Tergugat tidak

memberi n mementingkan
keluarganyg

- Bahwa sakd

Tergugat;
Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat
serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 28 Mei
2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi
unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di

isi dari materi kuasa yang dif% : ! kan identitas para pihak

bahwa Surat Ku i;
Januari 1971 ju '
dan ketentuan
Advokat karenary
kedudukan dan ¥
tindakan hukum af@s

quo;

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;
Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

Peradilan Agama yang d ot O g Nomor 3 Tahun 2006
J §- i Tahun 2009;

juncto Pasal 82§
Agama sebagai
dan perubahan
terpenuhi dalam §
Tahun 2016 tentdng kan kehadiran
kedua pihak yang pernah hadir di
persidangan, maka

Menimbang, 2 N Kauieh ‘ i@ hadir di ruang sidang

ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut,
sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits
Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:
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Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa

yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang
yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian

karena perkara
acara khusus segugi

50 Tahun 2009,
enggugat untuk

fotokopi telah dicocokkan dan sesual dengan aslinya sehingga Majelis Hakim
menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor
10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021
tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-
surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang
sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Ak telah memenuhi
syarat formil dan \ at (1), 147, 170,
171, 172 HIR jugl '
tentang Peradil

Tahun 2006 dan

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
tanggal 25 Juni 2007 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta
Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti
menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum

sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 25 Juni 2007 dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014
sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat Tergugat lebih
mementingkan keluarganya daripada penggugat;

3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan

kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saj®

dan sayang,
maupun dalam Pasal 1
Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah
tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih
sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal
selama 9 tahun tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah

tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat
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diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada
harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah
berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka
jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena
itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik
menegaskan:

“e A 35 33 ag dl) o pun pian e ) a5 g

i . ; T, LB 4 : .
Artinya: “Tidak boleh rg€n dh e[ ydharaiikgn, barangsiapa yang

memudharagigh Mgk, Iah akan memddhegathe ya dan siapa saja
| '~ 4 \ ”.
yang menyigahkag maka Allg > a”;

dihubungkan

Menimbang @v {

dengan kasus inj g '

_ dharat kepada
isterinya begitu | @aliknya, QG IO drfiberi mudharat
kepada suaminy@, Bheink j

Menimbarjgi.bakwa dalam perka B ini Majelis Haksaa.is pehdapat dan

mengambil alih pg a;%a ukum Islam Sayi S§q dal@m Kitab Fighu
as Sunnah, Juz 1, dla 24 WO A

8 il i=~al_9..> d=o &M Yl g E_gj.lbl_,,bi &:;-_9)'.!1 sl 13
Al oo\l Lgillay Jiiymmg (3,801 (BN (o (a0 g1 9o
asy
Artinya: “Jika isteri menggugaWya memadlorotkan terhadap
dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim
dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun
tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku
dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Aga i
Nomor 3 Tahun 2006 dan pef

Demikian, Putusan ‘ y
berdasarkan musyawarah Majeli = Phari Kamis tanggal 27 Juli 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami
Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Jaenuri,
S.H., M.H. dan Dra. Khutobi'in.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh
Mohammad Muchlis, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.
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Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. Dra. Khutobi'in.
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